
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR \<M TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA K E R J A 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 
(1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa ka l i 
d iubah te rakhi r dengan Peraturan Daerah Nomor 9 
T a h u n 2 0 2 1 , kedudukan , susunan organisasi, tugas 
dan fungsi, serta ta ta ke i ja Perangkat Daerah d ia tur 
lebih l an ju t dengan Peraturan Bupat i ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada h u r u f a diatas, maka per lu 
menetapkan Peraturan Bupa t i tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata 
Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Pacitan; 

Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 6573); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2019 Lembaran Negara 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5887); 

Mengingat : 1. 

2. 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 9 T a h u n 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS 
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA K E R J A 
KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
c. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
e. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. 
f. Un i t Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dis ingkat UPT Dinas adalah 

Un i t Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Dinas berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat i mela lu i 
Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas d ip imp in oleh Kepala Dinas. 

Pasal 3 

Dinas mempunya i tugas memban tu B u p a t i melaksanakan urusan bidang 
Perdagangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi yang me l iput i Perdagangan dan 
Kemetrologian, Pengelolaan Pasar Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 



Pasal 4 

Dinas da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perdagangan dan 
kemetrologian; 

b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengelolaan pasar daerah; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i tenaga kerja dan transmigrasi ; 

d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisai 

Pasal 5 

Susunan organisasi Dinas terd i r i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. B idang Perdagangan dan Kemetrologian; 
c. Bidang Pengelolaan Pasar Daerah; 
d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; dan 
e. UPT Dinas. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertEinggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ra t i f 
kepada se luruh u n i t organisasi d i l ingkungan Dinas yang me l iput i U m u m dan 
Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan. 

Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i u m u m dan kepegawaian; 
c. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis tras i keuangan; 
d. pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ras i program, evaluasi, dan 

pelaporan; dan 
e. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

P a s a l 9 

Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan u m u m dan 
kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran; 
b. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan r u m a h tangga; 
c. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan 

barang m i l i k daerah; 
d. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
e. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan 

protokol ; 
f. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian; 
g. memfasi l i tasi pembinaan j aba tan fungsional dan evaluasi kinerja 

Aparatur Sipi l Negara; dan 
h . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Keuangan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 



Pasal 13 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat yang terka i t dengan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan 

keuangan, me l ipu t i : penyiapan dan pengelolaan administras i 
keuangan; 

b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntans i 
dan pelaporan keuangan; 

c. melaksanakan penatausahaan, rekonsi l iasi dan verif ikasi data 
penerimaan PAD dan pendapatan la innya yang sah; 

d. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan 
e. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Program, Eva luas i , dan Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi , dan Pelaporan d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan program, 
evaluasi dan pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
b. me lakukan pemantauan dan evaluasi berkala; 
c. me lakukan pengelolaan data; 
d. me lakukan penyusunan laporan kinerja; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
BIDANG PERDAGANGAN DAN K E M E T R O L O G I A N 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 16 

(1) B idang Perdagangan dan Kemetrologian berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) B idang Perdagangan dan Kemetrologian d ip imp in oleh Kepada Bidang. 



Pasal 17 

Bidang Perdagangan dan Kemetrologian melaksanakan sebagian tugas dinas 
yang me l iput i promosi pemasaran dan sarana d is t r ibus i perdagangan, 
kemetrologian, d i s t r ibus i perdagangan dan stabi l i tas harga. 

Pasal 18 

Bidang Perdagangan dan Kemetrologian da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasad 17, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i promosi pemasaran dan 
sarana d is t r ibus i perdagangan; 

b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i kemetrologian; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i d i s t r ibus i perdagangan dan 
stabi l i tas harga; dan 

d. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bidang Perdagangan dan Kemetrologian terd i r i dar i : 
a. Seksi Promosi Pemasaran dan Sarana D is t r ibus i Perdagangan; 
b. Seksi Kemetrologian; dan 
c. Seksi D is t r ibus i Perdagangan dan Stabi l i tas Harga. 

Bagian Ketiga 
Seks i Promosi Pemasaran dan Sarana Distribusi Perdagangan 

Pasal 2 0 

(1) Seksi Promosi Pemasaran dan Sarana D is t r ibus i Perdagangan berada d i 
bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan 
Kemetrologian. 

(2) Seksi Promosi Pemasaran dan Sarana Dis t r ibus i Perdagangan d ip imp in 
oleh Kepala Seksi. 

Pasal 21 

(1) Seksi Promosi Pemasaran dan Sarana Dis t r ibus i Perdagangan 
mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan 
dan kemetrologian yang terka i t dengan promosi pemasaran dan sarana 
d is t r ibus i perdagangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan 

bahan pe rumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta 
pelaporan d i b idang Promosi dan sarana d i s t r ibus i perdagangan; 

b. melaksanakan b imbingan teknis , pembinaan usaha sarana d is t r ibus i 
perdagangan; 



c. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan lembaga dan dun ia 
usaha bidang usaha dan sarana d is t r ibus i perdagangan; 

d. melaksanakan b imbingan teknis per iz inan d i b idang perdagangan; 
e. melaksanakan penyajian informasi dan pelaporan periz inan d i bidang 

perdagangan skala kabupaten; 
f. member ikan rekomendasi teknis j en is iz in ter tentu ; 
g. melaksanakan pemeriksaan fasil itas peny impanan bahan berbahaya 

dan pengawasan d is t r ibus i , pengemasan dan pelabelan bahan 
berbahaya d i t ingkat Daerah kabupaten/kota ; 

h . Menyusun bahan rekomendasi penerbi tan PKAPT dan pelaporan 
rekapi tu las i perdagangan kayu a tau pu l au ; 

i . melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang jen is 
iz in ter tentu ; 

j . melaksanakan moni tor ing , evaluasi dan pelaporan sarana 
perdagangan dan sarana penunjang perdagangan skala lokal ; 

k. melaksanakan pembangunan/revita l isasi dan fasil itasi sarana 
d is t r ibus i perdagangan; 

1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang 
formal dan in formal ; 

m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta 
menyusun b imbingan teknis promosi dan pemasaran perdagangan 
luar negeri (ekspor dan impor) ; 

n . melaksanakan fasil itasi promosi dagang dan pemasaran mela lui 
pameran lokal , regional dan nasional ; 

o. melaksanakan fasil itasi mis i dagang; 
p. melaksanakan koordinas i dan sosialisasi kebi jakan ekspor dan 

impor; 
q. melaksanakan penyediaan informasi potensi ekspor da lam rangka 

pengembangan ekspor daerah; dan 
r. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Kemetrologian 

Pasal 22 

(1) Seksi Kemetrologian berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian. 

(2) Seksi Kemetrologian d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 23 

(1) Seksi Kemetrologian mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
b idang perdagangan dan kemetrologian yang terkai t dengan 
kemetrologian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta 
pelaporan d i b idang kemetrologian; 

b. member ikan layanan tera dan tera u lang alat u k u r , takar, t imbang, 
dan perlengkapannya; 

c. menyediakan dan menjamin keter te lusuran standar kerja dan 
peralatan kemetrologian; 

d. menyusun dan memel ihara sistem m u t u metrologi legal; 



e. menyiapkan bahan da lam rangka pelaksanaan sistem informasi 
sumber daya manus ia j aba tan fungsional penera, pengamat tera, 
dan pengawas kemetrologian; 

f. melaksanakan peni la ian dan fasi l i tasi angka kredit j aba tan 
fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian; 

g. melaksanakan penyu luhan , sosialisasi, pub l ikas i , dan informasi 
kemtrologian; 

h . memetakan j u m l a h potensi ukur , t akar , t imbang, dan 
perlengkapannya; 

i . me lakukan pengawasan dan pengamatan u k u r , takar, t imbang, dan 
perlengkapannya, barang da lam keadaan terbungkus, dan satuan 
u k u r a n ; 

j . melaksanakan penyid ikan t indak p idana bidang metrologi legal; 
k. meny iapkan bahan da lam rangka pembentukan pasar tert ib u k u r 

dan/atau daerah tert ib u k u r ; 
1. melaporkan kegiatan pelayanan kemetrologian ke pemer intah pusat; 

dan 
m. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Distribusi Perdagangan dan Stabil itas Harga 

Pasal 24 

(1) Seksi D is t r ibus i Perdagangan dan Stabi l i tas Harga berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan 
Kemetrologian. 

(2) Seksi D is t r ibus i Perdagangan dan Stabi l i tas Harga d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 25 

(1) Seksi D is t r ibus i Perdagangan dan Stabi l i tas Harga mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas b idang perdagangan dan kemetrologian 
yang terka i t dengan D is t r ibus i Perdagangan dan Stabi l i tas Harga . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan rencana kegiatan seksi d i s t r ibus i perdagangan dan 

stabi l i tasi harga; 
b. melaksanakan moni tor ing , pengawasan dan pengendalian 

ketersediaan stok dan harga bahan pokok dan barang pent ing la inn j a 
sebagai bahan kebi jakan teknis ; 

c. melaksanakan operasi pasar dan pasar m u r a h dalam rangka 
stabil isasi harga bahan pokok dan barang pent ing la innya skala 
Kabupaten; 

d. melaksanakan koordinasi , s inkronisas i , pembinaan dan pengawasan 
terhadap fungsi dan peran pelaku usaha perdagangan dalam 
mend is t r ibus ikan bahan pokok dan barang pent ing la innya d i t ingkat 
d is t r ibutor , agen dan pengecer; dan 

e. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 



BAB V 
BIDANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 26 

(1) Bidang Pengelolaan Pasar Daerah berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) B idang Pengelolaan Pasar Daerah d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 2 7 

Bidang Perdagangan dan Kemetrologian melaksanakan sebagian tugas dinas 
yang me l ipu t i pendataan dan pendapatan, pemeliharaan sarana prasarana, 
pembinaan dan standarisasi . 

Pasal 28 

Bidang Pengelolaan Pasar Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pendataan dan pendapatan; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i pemeliharaan sarana 
prasarana; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pembinaan dan standarisasi; 
dan 

d. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 29 

Bidang Pengelolaan Pasar Daerah terd i r i dar i : 
a. Seksi Pemungutan Retr ibusi ; 
b. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan 
c. Seksi Pembinaan dan Standarisasi . 

Bagian Ketiga 
Seks i Pemungutan Retribusi 

Pasal 30 

(1) Seksi Pemungutan Retr ibusi berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Daerah. 

(2) Seksi Pemungutan Retr ibusi d i p imp in oleh Kepala Seksi. 



Pasal 31 

Seksi Pemungutan Retr ibusi mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas b idang pengelolaan pasar daerah yang terkai t dengan Seksi 
Pemungutan Retr ibusi 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan 
pasar daerah; 

b. meny iapkan bahan penetapan wajib re t r ibus i ; 
c. mend is t r ibus ikan SKRD kepada pengelola pasar daerah; 
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana target re t r ibus i pasar 

daerah; 
e. melaksanakan periz inan menempat i tempat j u a l a n , pemungutan 

re t r ibus i pasar dan menyetorkan basi l pemungutan re tr ibus i pasar 
daerah ke bendahara k h u s u s penerimaan dinas; 

f. melaksanakan penagihan re t r ibus i pasar daerah; 
g. meny iapkan bahan penyusunan dokumentas i keuangan dan 

pelaporan; 
h . meny iapkan bahan periz inan penggunaan sarana pasar daerah; 
i . melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 

Pemungutan Retribusi ; 
j . Melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pemeliharaan Sarana Prasarana 

Pasal 32 

Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Daerah. 
Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 33 

Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas b idang pengelolaan pasar daerah yang terkai t dengan 
pemel iharaan sarana prasarana. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan 
pemel iharaan sarana dan prasarana; 

b. meny iapkan bahan rencana rehabi l i tasi dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pasar daerah; 

c. melaksanakan rehabi l i tas i dan pemel iharaan kebersihan bangunan 
dan fasil itas la innya d i l ingkup pasar daerah; 

d. melaksanakan perbaikan dan pemel iharaan bangunan pasar dan 
fasilitas la innya; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi 
pemel iharaan sarana dan prasarana; dan 

f. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 



Bagian Ke l ima 
Seks i Pembinaan dan Standarisasi 

Pasal 34 

(1) Seksi Pembinaan dan Standarisasi berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Daerah. 

(2) Seksi Pembinaan dan Standarisasi d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 35 

(1) Seksi Pembinaan dan Standarisasi mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas b idang pengelolaan pasar daerah yang terkai t dengan 
pembinaan dan standarisasi . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan 
pembinaan dan standarisasi pasar daerah; 

b. meny iapkan bahan perencanaan dan penentuan standarisasi pasar 
daerah; 

c. meny iapkan bahan usu lan pasar daerah her SNl; 
d. melaksanakan pembinaan, moni tor ing , pengawasan dan evaluasi 

kegiatan pasar daerah; 
e. merencanakan dan menentukan pembinaan manajemen pengelolaan 

pasar daerah; 
f. melaksanakan pembinaan kepada pengelola pasar terkai t pengelolaan 

pasar yang baik dan aman; 
g. meyiapkan bahan penyusunan pera turan terkait mekanisme 

pengelolaan pasar daerah; 
h . melaksanakan kegiatan penataan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana pasar daerah; 
i . melaksanakan b imbingan dan penyu luhan kepada para pedagang 

u n t u k menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar; 
j . melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi 

pembinaan dan standarisasi ; dan 
k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

BAB V I 
BIDANG TENAGA K E R J A DAN TRANSMIGRASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 36 

(1) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) B idang Tenaga Kerja dan Transmigrasi d i p imp in oleh Kepala Bidang 

Pasal 3 7 

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan sebagian tugas dinas 
yang me l iput i pe lat ihan dan produkt iv i tas tenaga kerja, penempatan, 
per luasan kerja dan transmigrasi , pembinaan h u b u n g a n indus t r i a l dan syarat 
kerja. 



Pasal 38 

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pe lat ihan dan produkt iv i tas 
tenaga kerja; 

b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i penempatan, perluasan kerja 
dan transmigrasi ; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pembinaan hubungan 
indus t r i a l dan syarat kerja; dan 

d. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 39 

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi t e rd i r i dar i : 
a. Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi ; 
b. Seksi Pelatihan dan Produktiv i tas Tenaga Kerja; dan 
c. Seksi Pembinaan Hubungan Indus t r i a l dan Syarat Kerja. 

Bagian Ketiga 
Seks i Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi 

Pasal 40 

(1) Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi . 

(2) Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi d ip imp in oleh 
Kepala Seksi. 

Pasal 41 

(1) Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang 
terkai t dengan penempatan, per luasan kerja dan transmigrasi ; 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan 
penempatan, per luasan kerja dan transmigrasi ; 

b. menyelenggarakan program penempatan tenaga kerja, dan perluasan 
kerja; 

c. melaksanakan pembinaan, penyu luhan , pendaftaran dan seleksi 
t ransmigran; 

d. melaksanakan penyebarluasan pasar kerja, pendaftaran pencari kerja 
dan lowongan kerja; 

e. melaksanakan pembinaan, penyu luhan , b imbingan, seleksi serta 
r ek ru tmen dalam rangka penempatan tenaga kerja antar kerja lokal , 
antar kerja daerah, dan antar negara; 



f. menerb i tkan dan mengendal ikan periz inan pendir ian bursa kerja 
swasta, u n i t pelayanan r ek ru tmen dan pemberangkatan, pelayanan 
penempatan tenaga kerja Indonesia swasta; 

g. member ikan rekomendasi penyelenggaraan Job Fair, penerbitan 
rekomendasi pembuatan paspor calon pekerja migran Indonesia, 
mon i to r ing dan evaluasi penempatan tenaga kerja, penggunaan 
tenaga kerja asing; 

h . melaksanakan kerjasama pengeraban, penempatan lokasi 
t ransmigrasi , pemberdayaan calon t ransmigran, penampungan, 
pengangkutan dan pengawalan t ransmigran; 

i . Pencadangan tanah u n t u k kawasan transmigrasi ; 
j . Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah 

kabupaten; 
k. Pengembangan satuan p e r m u k i m a n pada tahap kemandir ian ; 
1. member ikan fasil itasi per l indungan pekerja migran Indonesia d i luar 

negeri (pra dan p u m a penempatan) d i Daerah kabupaten; dan 
m. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Pasal 42 

(1) Seksi Pelatihan dan Produkt iv i tas Tenaga Kerja berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi . 

(2) Seksi Pelatihan dan Produktiv i tas Tenaga Kerja d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 43 

(1) Seksi Pelatihan dan Produktiv i tas Tenaga Kerja mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas bidang tenaga kerja dan transmigras i yang 
terka i t dengan Pelatihan dan Produktiv i tas Tenaga Kerja; 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

pe rumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan 
pe lat ihan dan produkt i f i tas tenaga kerja; 

b. melaksanakan kegiatan pe lat ihan ketenagakerjaan; 
c. melaksanakan b imbingan lembaga pe lat ihan ketenagakerjaan; 
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan program 

peningkatan kompetensi tenaga i n s t r u k t u r baik d i lembaga pelat ihan 
kerja pemerintah/swasta; 

e. menyiapkan bahan perumusan kebi jakan teknis peningkatan 
produkt iv i tas dan pelaksanaan serti f ikasi; 

f. meny iapkan bahan penerbitan per iz inan dan pendaftaran lembaga 
pelat ihan kerja; 

g. menyiapkan bahan koordinas i pelaksanaan sertif ikasi kompetensi; 
h . melaksanakan dan menyiapkan bahan program pelat ihan 

peningkatan produkt iv i tas usaha keci l ; 
i . meny iapkan bahan fasil itasi konsu l tans i produkt iv i tas pada 

perusahaan kecil ; 
j . melaksanakan pengukuran produkt iv i tas t ingkat daerah kabupaten; 
k. melaksanakan moni tor ing , evaluasi dan pelaporan pelat ihan dan 

produkt iv i tas tenaga kerja; dan 



I . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Pembinaan Hubungan Industr ia l dan Syarat Kerja 

Pasal 44 

(1) Seksi Pembinaan Hubungan Indus t r i a l dan Syarat Kerja berada d i bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi . 

(2) Seksi Pembinaan Hubungan Indus t r i a l dan Syarat Kerja d ip imp in oleh 
Kepala Seksi. 

Pasal 45 

(1) Seksi Pembinaan Hubungan Indus t r i a l dan Syarat Kerja m e m p u n j a i 
tugas melaksanakan sebagian tugas b idang tenaga kerja dan 
transmigras i yang terka i t dengan Pembinaan Hubungan Indust r ia l dan 
Syarat Kerja; 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan 
Pembinaan Hubungan Indus t r i a l dan Syarat Kerja; 

b. memfasi l i tasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan, 
pendaftaran perjanjian kerja bersama, pencatatan kesepakatan kerja 
w a k t u ter tentu berdasarkan pera turan perundangan ketenagakerjaan 
yang ber laku; 

c. melaksanakan pembentukan, pembinaan, dan pencatatan lembaga 
kerja B ipar t i t dan koperasi karyawan; 

d. member ikan b imbingan kepada perusahaan tentang perjanjian kerja, 
pera turan perusahaan dan perjanj ian kerja bersama berdasarkan 
peraturan perundangan ketenagakerjaan yang ber laku; 

e. melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 
indus t r i a l , mogok kerja dan penutupan perusahaan; 

f. melaksanakan b imbingan dan penyu luhan pada perusahaan dalam 
rangka j a m i n a n sosial dan kesejahteraan tenaga kerja; 

g. me lakukan pembinaan dan pengembangan s ist im pengupahan; 
h . melaksanakan pembinaan penyusunan bahan fasil itasi penetapan 

upah m i n i m u m ; 
i . me lakukan pemantauan dan evaluasi penangguhan pelaksanaan 

pengupahan d i perusahaan; 
j . me laksanakan pembinaan kelembagaan hubungan indust r ia l , 

melaksanakan veri f ikasi dan pencatatan keanggotaan serikat 
pekerja/serikat b u r u h ; dan 

k. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 



BAB VI I I 
K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 46 

(1) Pejabat fungsional berkedudukan d i bawah dan bertanggung jawab 
secara langsung kepada pejabat p imp inan tinggi pratama, pejabat 
administrator , a tau pejabat pengawas yang memi l ik i keterkai tan dengan 
pelaksanaan tugas JF. 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan ter tentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional te rd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 

BAB I X 
UPT DINAS 

Pasal 4 7 

(1) Pada dinas dapat d iben tuk UPT Dinas u n t u k melaksanakan kegiatan 
teknis operasional a tau kegiatan teknis penunjang ter tentu. 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
dengan Peraturan Bupa t i tersendir i . 

B A B X 
TATA K E R J A 

Pasal 48 

Dalam ha l Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala 
Dinas d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

Pasal 49 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
j aba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t 
kerja d i l ingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi 
la in d i luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-
masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang 
d iper lukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan 
b imbingan serta pe tun juk -pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 



(4) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib meng ikut i dan mematub i pe tun juk-
pe tun juk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib diolah 
dan d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lan jut 
dan u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Da lam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerah la in 
yang secara fungsional mempunya i hubungan kerja. 

(7) Da lam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d iban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan dalam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d iban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan da lam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 51 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Pelaksanaan tugas dan 
fungsinya Dinas Per industr ian dan Perdagangan tetap d i laksakan oleh Pejabat 
yang ada berpedoman pada Peraturan B u p a t i Nomor 64 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta tata kerja Dinas 
Per industr ian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan/Peraturan Bupat i Nomor 
56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat i Nomor 64 Tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata 
Kerja Dinas Per industr ian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sampai 
dengan d i l an t iknya Pejabat yang ba ru berdasarkan Peraturan Bupat i i n i . 

BAB X I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka, 
1. Peraturan Bupa t i Nomor 64 T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi , Susunan Organisasi serta ta ta kerja Dinas Per industr ian dan 
Perdagangan Kabupaten Pacitan 

2. r a t u r a n Bupa t i Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupa t i Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Per industr ian dan 
Perdagangan Kabupaten Pacitan 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 



Pasal 53 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal 8 - 10 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 3 Oktober 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR Id^ 

Sal inan sesuai depgan asl inya 
Kepala Bagjah Hu^p fn , 

DENl CAHYAm'ORO, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 


